
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekerja Rumahan Ajukan Pengujian UU Ketenagakerjaan 

 
 
Jakarta, 31 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 ayat 

(15) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 

pada Senin (01/08), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang 

teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, 

Kurniyah dan Sumini.  Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 50 UU No 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Menurut Pemohon, Pekerja Rumahan memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi karena UU a quo 

seperti ketidakpastian keberlangsungan pekerjaan, menerima upah di bawah standar, tidak diberikan 

jaminan sosial, tidak ada jaminan pekerjaan, tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan lain 

sebagainya. Seringkali pekerja rumahan tidak dianggap sebagai pekerja sehingga mereka sendiri tidak sadar 

bahwa dirinya adalah pekerja dan memiliki hak yang layak untuk diperjuangkan.  

Selain itu, menurut Pemohon, adanya kerancuan antara definisi Pengusaha dan Pemberi Kerja pada UU a 

quo. Lalu pembatasan hubungan kerja dalam Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja 

rumahan yang tidak bekerja pada pengusaha. Selanjutnya menurut Pemohon ketentuan Pasal a quo 

menimbulkan diskriminasi hukum bagi pekerja yang tidak bekerja pada Pengusaha. 

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1 ayat (15) UU a quo tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hubungan kerja adalah Hubungan antara pemberi 

kerja dengan pekerja/buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah” dan menyatakan Pasal 

50 UU a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hubungan kerja terjadi 

karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja/buruh”. (MHM) 
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